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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas berkat karunia dan rahmatNyalah penulis dapat

rnenYelesaikan karya rlrniah yang bcr.judul ..penegakan Kode Ltik Akuntan

Indonesia" dengan scmestinya 'l'ulisan ini cirmaksudkan sebagar sumbangan buah

pikiran untuk Perpustakaan Pusat Universitas Medan Area sehingga akan menambah

perbendaharaan bacaan 1'ang dapat dibaca oleh mahasisrva atau pembaca lainnya.

I'cnulis menyadari sepenuhnya bahrva karya ilrniah ini masih jauh darr

sempurna, di mana hal ini tidak terlepas dari keterbatasan rlmu dan pengetahuan yang

drmiliki pcnulis Oleh karena itu pcnulis mernbuka din untuk dikritik atau diberi

saran agar tulisan singkat ini mendekati sempurna,

Pada kesernpatan ini penuris mengucapkan terima kasih kepada

Drs. Rasdianto, MS. Ak. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Unrversitas Medan Area,

serta pihak-pihak yang telah rnembenkan dukungan dan arahan sehingga tulisan ini

brsa dikerjakan.

Medan, 14 Juni 200 l

Warsani Purnama Sari, SE. Ak
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PENEGAKAN KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA

Pendahuluan

Setiap prof-esr yang memberikan .jasa pelayanan kepada masyarakat harus

rnemrliki kode etik yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral dan mengatur

tentang pcrilaku protcsional Alasan yang rncndasari dipcrlukannya perilaku

prolcsional 1'ang tinggi pada sctiap prol-esi aclalah kcl"rutuhan akan kepercayaan

publik terhadap kualitas lasa yang diberikan prof'csi terlepas dari yang dilakukan

secara perorangan. Kepercal'aan masyarakat terhadap kualitas .jasa profesional akan

meningkat, jrka profesi mer,vujudkan standar yang tinggi dan memenuhi semua

kebutuhan.

Sebagai contoh misalnya, para advokat rnemiliki etika nonnatif dalam Kode

Etik Advokat 1,ang terdiri atas 6 (enam) hal, yaitu .

l. kepribadian advokat,

).. hubungan dengan klien,

-l hubungan dengan tclnan se-jarrat.

1. cara bertindak dalarn menangani perkara,

5. ketentuan Iain, dan

6. pelaksanaan kode etik adrokat

Dernikian juga para u,artau'an, rnereka mempunyai Kode Etik Jurnatistik yang

memuat:
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1. kepribadian \r,artanan tndonesia,

). pertanggung.jarvaban,

i. cara pemberitaan dan menyatakan pendapat,

4. hakjarvab,

5. sumber benta, dan

6. kekuatan kode etik.

Para dokter juga mempunyai 4 (empat) kelompok kew,ajiban dalam kode etiknya,

1'aitu :

I Kcrva.jihan tcrhadap umum,

2.. pasien,

3. tcman sejarvat, dan

1. dirinva sendiri

Bagaimana dengan akuntan ? Sejak disahkannya Kode Etik Akuntan

Indoncsia olch Ikatan Akuntan lndoncsia (lAI) pada Ilulan Dcscnrbcr 1973, rnaka

para penYandang gelar akuntan rvajib mernatuhi dan mentaati seluruh isi kode etik

tersebut. Kode Etik Akuntan Indonesia mengatur :

L hubungan akuntan dengan masyarakat,

2. hubungan akuntan dengan klien, dan

3. hubungan antara akuntan dengan sesama anggotannya.

Kalau mehhat kode Etik Akuntan Indonesia isinya sebagian besar

menyangkut prolesr akuntan publik. Padahal IAI melalui kongres ke-5nya yang

diselenggarakan di Surabaya tanggal 29 sampai dengan 30 Agustus 1986 telah
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mcnsahkan Kodc [:tik lAl yang disempurnakan, yaitu bahrva isi Kode Etik Akuntan

Indonesia secara umum berlaku untuk profesi akuntan secara keseluruhan. yaitu kode

etik untuk :

I seluruh anggota iai.

2. akuntan publik,

3. akuntan manajemen,

4. akuntan pemerintah atau negara, dan

s rtkrrrrtlrn pcndidik

Permasalahan

Kasus 1'ang sering terladi dan menjadi berita brasanya yang mepyangkut

akuntan publik. Kasus tcrscbut bagi rnasyarakat scring clianggap scbagai pclanggaran

kode etik, padahal seringkali kasus tersebut sebenarnva merupakan pelanggaran

standar audit atau pelanggaran terhadap Stanciar Akuntansr Keuangan (SAK). Untuk

itu perlu kiranva kita mengetahui bagaimana penegakan Kode Etik Akuntan

Indonesia, seberapa jauh para penvandang gelar akuntan mematuhi dan mentaatinya.

Kode Etik Akuntan Indonesia

Draft Kode Etik Akuntan Indonesia sudah drsusun jauh sebelum kongres IAI

Yang pertama, namun baru disahkan untuk pertama kalinya pada kongres IAI yang

ke-3 dalam Bulan Desember 1973. Kode etik ini rnengalami perubahan dan

penl'esuaian dalam setiap kongres, yaitu pada kongres tahun 19g1, 19g6, 1990, dan

l
I
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kctentuan terakhir yang disetu.jui pada kongres ke-7 IAI di l3andung pada tanggal

20 Sr:ptcrnber I99-1.

sarnpai saat ini Kode Etik Akuntan Indonesia terdiri <Jari 2 (dua) bagian besar

yaitu bagian pcrtama mcmual pcrnl'ataan Etika lrrol'csi dan bagian kedua memuat

bab-bab mengenai Aturan periraku, peraksanaannya, Suppremen, penyempurnaan,

I)enutup, dan Pengesahan Substansi Kode Etik Akuntan Indonesia mencakup

bcrb:rgai aturan yang hcrkaitan dcngan pcrilaku yang diharapkan clari para rkuntan.

Secara ga.s besar aturan tersebut rneliputr har-har yang berkartan dengan .

I Kcprrbadian.

2. Kecakapan prol'esional,

i -I-anggungja,uvab, 
dan

4 Ketentuan Khusus.

Mengenai pernl'ataan Etika profbsi terdiri atas 6 (enam) pernyataan yang

sudah disusun, yaitu :

l. Integritas, objektivitas, dan independensi.
2, Kecakapan profesional.
3. Pengungkapan informasi rahasia klien.
1. l!"o bagi Kantor Akuntan pubtik (KAp).
5. Komunikasi antar akuntan publik
6. Perpindahan_staf atau partner dari satu

akuntan lain.l

Perlu kiranya dikemukakan

bagian vang terbesar berlaku

di bidang-bidang lain selama

akuntan manajemen, akuntan

kantor akuntan ke kantor

sekali lagi bahrva Kode Etrk Akuntan Indonesia untuk

baik bagi akuntan publik maupun akuntan yang bekeqa

akuntan yang bersangkutan adalah anggota IAI, seperti

pentcrintah atau ncgara, dan akuntan penclidik.

I untuk lebih jelasnya lihat lampiran Kode Etik Akuntan Indonesia
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Lingkungan llsaha Profesi Akuntan

Pada Llmtlllln\/a nrasvarakat selalu beranggapan bahrva lingkungan usaha

prof'esi akuntan hanva pada KAP Sering kita dengar orang-orang selalu mengatakan

"Si Anu Akuntan",.iika dia suilah trckcria di Knl' .larang sckali tcrclcngar orang

mengatakan "Pak Akuntan" terhadap seorang closen lulusan f.akultas ekonomijurusan

akuntansi rvalaupun dia rncngalar bidang akuntansr Apalagi tcrha<1ap akuntan

pemerintah dan akuntan manajemen. I-ain dengan dokter, masyarakat selalu langsung

mclnpllnYili rrneJ "dia doktcr" tcrhadap seorang lulusan firkultas kcdokteran walaupun

orang tcrscbut tidak pcrnah mcrnbuka praktck kc<.krktcrannya.

Menurut [Jndang-Undang (tJt.]) N.. : 3.ri r954. mereka yang berhak

rncnyandang gelar akuntan ialah rnereka yang mcmpunyai i.jazah universitas negen

lakultas ekononli .jurusan akunlansi atau lradan lain yang drbentuk menurut UU dan

diakui pernerintah. IJe rclasarkan LiU rtu, jclas bahrva prol'esi akuntan tidak hanya di

lingkungan KAP, tapi .juga dr dunia pendidikan (akuntan pendidik), di pemerintahan

(akuntan pemerrntah atau neqara) cian badan-badan usaha (akuntan rnanajemen), asal

orans-orang tersebut sudah menvandang gelar akuntan maka mereka berhak disebut

akuntan. Seorang akuntan publik dapat merangkap sebagai akuntan pendidik baik di

universitas pernenntahanlnegari maupun di universitas s\\,asta, rapi dia tidak dapat

merangkap sebagai akuntan pemerintah dan akuntan manajernen sepanjang badan -

badan usaha tersebut masuk dalam dafiar kliennya. Untuk akuntan pemerintah atau

negara tnereka tidak bisa rnerangkap sebagai akuntan pendidik pada universitas

negen tetapi mereka bisa merangkap sebagai akuntan pendidik pada universitas

suwasta dan akuntan manajcmcn pada badan-badan usaha non pemerintah.
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Lrngkungan usaha akuntan publik adalah, auciit laporan keuangan (financial

statelnent audit), complience audit, dan operasronal audit (rnanagement audit).

Scdangkan akuntan pendrdik pada umumnva bekerja sebagai pengajar, adapun

akuntan mana-icmcrt adalah akunlan 1'ang berada di pcrusahaan bcrlungsi sebagai

intcrnal auditor (auditor adalah pihak vang rnelakukan pcmcriksaan). t3agi akuntan

pernerintah atau negara lingkungan usaha mereka sebagai internal auditor bagi

pemerintah dan independen auditor bagr perusahaan pemerintah, seperti Badan

Pcrncriksa Keuangan l)cmenntah (i]PKP), lladan Pernenksan Keuangan (BEpEKA),

dan Pa-1ak.

Catatan Pelanggaran Kode lrtik

l)ervan Kehormatan (DK ) IAI pernah rnenghaclapi kasus ketidakpatuhan

seorang akuntan publik kepada Pernl'ataan Etika Prol'esi No. . 5 Kode Etik Akuntan

lndonesia 1'aitu mengenai komunikasi antara akuntan terdahulu dengan akuntan

pengganri. Mungkin bukan salah akuntan pengganti sampai akuntan publik tadi tidak

tnengetahui bahrva perusahaan tersebut sudah pernah diperiksa oleh akuntan publik

lain mengenai lahun bukunva yang baru ialu. Akuntan publik tersebut sudah

menanyakan hal itu kepada calon kliennya dan dijarvab bahrva baru pertama kali ini

perusahaan yang bersangkutan akan menggunakan akuntan publik untuk mengaudit

laporan keuangannya.

Teml'ata hal itu tidak benar Malahan akuntan publik ini di masa depan

mungkin menghadapi kesulitan kalau dia tidak menarik kembali laporan akuntannya

rang didasarkan kepada saldo-saldo aw'al 1'ang dinl,atakan belum diaudit, padahal
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kcnyataannya sudah tcrbit laporan akuntan tcrhatlap kcuangan tahun buku

sebelumnya. Kesulitan dapat timbul kalau laporan keuangan tahun sebelumnya yang

sudah diaudit ternyata berbeda dengan laporan keuangan tanpa audit yang dipakai

oleh akuntan pengganti.

Kalau saja akuntan publik tadi ingat kepada kode etik yang mengharuskan

setiap akuntan melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar teknis dan profesional

yang relevan dan yang mengharuskan ia menjelaskan kepada staf dan ahli lainnya

yang dipekerjakan mengenai keterlibatan akuntan kepada kode etik, maka akuntan

publik tadi pasti akan lebih berhati-hati sebelum menerima p€nugasan dari klien yang

bersangkutan. Stafnya kemungkinan besar juga akan membantu akuntan publik dalam

menegakan Kode Etik Akuntan.

Sebenarnya tidak sulit untuk mengetahui ada tidaknya akuntan publik
terdahulu pada perusahaan yang bersangkutan. Hal ini dapat Oitrctahui
melalui pegawai perusahaan bagian pembukuan saja. Dari sini staf dari
akuntan publik yang bersangkutan sebenarnya dafiat meminta bantuanuntuk mendapatkan keterangan ada tioatnya akuntan publik
terdahulu.2

Dalam laporan DK dan pengurus pusat (pp) IAI tahun 19g2-19g6, kitajumpai kasus pelanggaran :
l. Publikasi (penawaran jasa tanpa permintaan, ikran surat kabar, dan

. pengedaran buletin KAp).
2. Pelanggaran objektivitas (mengecilkan penghasilan, memperbesar

biaya suatu laporan keuangan)
3. Isu Pengawasan Intern Holding mempunyai KAp yang memerikia

perusahaan anak holding tersebut.
4, Pelanggaran hubungan rekan seprofesi.
5. Isu menerima klien yang ditorak KAp rain dan perang tarif.J

' M Sutoyo, Etika Profesi dan Budaya Indonesia, Disampaikan pada acara prosiding
Konvensi Nasional Akuntansi Ke-2 IAr, yogyakarta, 5 Desember 1992r 

Jan Hoesada' Etika Bisrtis danttika Profesi Dalanr Era Globalisasi, Disampaikan padaacara l)rosidins Kon.u,cnsi Nasional Akuntansi Kc-l lAl, Scnrarang. l.i Scptcnrbcr 1996
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Dalam laporan DK masa ker.ja tahun 1986- 1990 disebutkan tentang

pelanggaran dan sengketa .

I I'ubltkasl (ucapan Sclarnat llari Natal, 'l'ahun []aru, nrcrgcr pada perusahaan

bLrkan klien, selebcran. dan iklan)

2. Perubahan opinr akuntan tanpa bukti pendukung yang kuat.

3. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tanpa kertas kerja rnernadai.

+ Surat akuntan pengganti

5. Sengketa membarva kertas kerja keluar KAP.

6. Wanprestasi pembayaran f-ee.

7. Pengaduan pemegang saham minontas tentang Laporan Keungan (LK), KAP

dituduh rnernihak.

Dalam laporan pertanggungau,aban pengurus periode 1990-1994, DK

melaporkan :jumlah kasus 21 buah melibatkan 53 KAP, pengaduan terutama berasal

dari Instansi Pemerintah dan Badan LJsaha Milik Negara (BUMN) pemakai laporan

(50?b pengaduan), perusahaan klien (30%), sisanya oleh KAP dan pengums IAi.

l)cnsaduan rncliputi :

1. Dua pengaduan Bapepam tentang kualitas ker1a.

2 Sebuah pengaduan Bapeksta tentang cap dan tanda tangan tanpa opini, dan

tentang pernyataan akuntan terkait pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum

Dagang (KUHD) (3s KAP)

3. Pengaduan Direktur Asuransi Diqen Lembaga Keuangan, tentang penyimpangan

laporan aktiva tetap dari Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI).
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7

4. Pengaduan Deputi BPKP atas audit perusahaan daerah tidak sesuai Norma

l'cntcriksalrr Akurrtun ( NlrA)

Pengaduan Deputi BPKP tentang penawaran .jasa kerjasama dalam rangka

pemberian jasa akuntan.

Pengaduan PT. Taspen, tentang audit tidak sesuai NpA.

Pengaduan klien KAP tentang, audit tidak sesuai NPA, laporan audit terlambat,

tidak sesuai PAI, dua opini berbeda dua KAI, untuk klien periode sama, tugas

tidak selesai, dan berkas hilang

pcngaduan antar KAl'} tentang kornunikasi akuntan pengganti dan akuntan

tcrdahul u.

I Pengaduan iklan oleh pengurus IAI.

Secara umum evaluasi yang dilakukan olch Ill)KP terhadap sistim

penuendalian mutu akuntan publik mcnunjukkan keadaan yang memerlukan

perhatian kita bersama. Dari jumlah KAP dan Koperasi Jasa Audit yang dievaluasi

pada tahun 1994t1995 sebanyak _sl kantor, han1,a l0 kantor atau 20yo mendapat

peringkat "memadai". Jumlah yang terbanyak aclalah peringkat "memadai dengan

pengecualian" berarti ada hal-hal tertentu dalam sistem pengendalian manajemen

)'ang lemah .vang memerlukan pen!'empurnaan rvalaupun secara keseluruhan

kcadaannya dipandang "mcmadai" .lurnrah kantor 1,ang "tidak rnernadai,, adalah 5

atar: I 09/o darijurnlah kcscluruhan

Pengamatan lebih lanjut terhadap f-aktor-faktor penyebab diberikannya

peringkat "tidak memadai" atau "memadai dengan pengecualian', menunjukkan

bcragam penyebab vang dapat <likcrompokkan sebagai bcrikut :
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l. Ketidakcermatan didalam rnengerjakan pekerjaan audit.

2. Ketidakrnampuan dalatl penquasaan ilrnu akuntansi.

3. Kelalaian untuk menerapkan prosedur audit vang diperlukan.

4 Pe langgaran terhadap ketentuan yang berlaku (Surat Keputusan Menteri

Keuangan No.:763 KMK.0lli l9g6)

5 l'crbuatan-perbuatan yang rnenccnninkan drabaikann laktor independensi.

6 I)raktck-praktek 1'ang rnenunlukkan tidak atau kurangnya supervisi dilakukan.

Sclarn itu, pcngaduan-pcnga<1uan ),ang masuk kc Dcrvan pertimbangan

Prot'esi (DPP) tlencerminkan ketidakpuasan terhadap peker.jaan akuntan pub5k,

bukan sekedar dari scgi kualitasnva. melarnkan menyoroti integritas dan ob.jektrvitas

akuntan publik Vang diadukan. walaupun pengaduan ini nrcnrcrlukan proscs lebih

lanjut untuk disilidiki oleh Badan Pangarvas Prof-esr (Bpp) dan kemudian bila

diperlukan oleh DPP, namum geJala rnakin bertambahnva pengaduan menunjukkan

bahri'a masalah etika ini perlu ntendapat perhatian yang sungguh_sungguh dari

bcrbagar pihak yang terkait.

Selanjutnya perlu pula dikernukakan bahwa berdasarkan hasil-hasrl

pemenksaan BPKP terhadap KAP diperoleh kesan pelanggaran terhadap kode etik

lebih banyak dilakukan oleh KAp-KAp yang kecil darrpada yang besar. Walaupun

terhadap inr diperlukan penelitian rnengenar sebab-sebabnva, dapat diduga bahwa

kondisi tersebut tidak terlepas dari pendapatan yang rninirn yang kadang-kadang

dapat nrendorong beberapa KAP rnengabaikan segi etika clan pekerjaan mereka.

Hal lain \/ang merupakan gejala adalah bahrva pelanggaran terhadap kode etik

tidak terbatas kepada kantor-kantor 1,ang masih baru. IIasil-hasil pemeriksaan BpKp

l0
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menunJukkan bahrva beberapa KAP yang dipimpin oleh akuntan yang seniorpun

tidak terlepas dari masalah substandar dalanr pekerjaan pemeriksaannya di samping

pelanggaran terhadap kode etik lainnya. Sekali Iagi penyebabnya masih belum

diketahui rvalaupun ada dugaan bahrva praktek tersebut bukanlah hal yang baru bagi

KAP .vang bersangkutan. Dengan perkataan lain pelanggarann bisa jadi telah

dilakukan bertahun-tahun dan baru drketahui setelah pemeriksaan dilakukan.

Dari segi substansi yang diranggar, lleranggaran yang paring banyak
adalah pekerjaan-peker,iaan yang dinilai sebagai substantlar. Namun, halini tidak bcrarti ada pclanggaran_pclarggu.* yang scngaja tlilakukan.
llasil-hasil ltcmeriksaitn Ill'KI' selama bcbcrapa tahun memberi kesan
bahwa setiap tahun selalu ada beberapa kasus-kasus tentang kesengajaan
melanggar kode etik khususn-va yang berkaitan tlcngan independlennya
I(Al' yang bcrsangkutan dalam mcnyajikan fakta*fakta.{

Akuntan, apapun prof-csinya" baik schagai akuntan publik, akuntan pendidik,

dan akuntan pemerintah atau negara maupun akuntan manajemen haruslah bertindak

sesuai dengan Kode Etik Akuntan lndonesia. Kenl,ataannya, masyarakat selalu

berasumsi bahiva kode etrk itu hanyalah untuk akuntan publik perhatian masyarakat

sangat tertu.ju .iika akunlan publik melakukan kesalahan dan dianggap melanggar

kode etik, tapi tidak halnl'a dengan akuntan yang rarn. Memang, diakpi raporan-

laporan \/ang masuk ke DK dan pp IAI maupun laporan BpKp semuanya merupakan

pclanggaran yang dilakukan olch akuntan publik. I3agairnana dcngan prol-esi akuntan

1'ang Iain '?

Masih jelas terbayang dalam ingatan kita kasus

Edi ransil pada Buran April r994.s Kasus ini tidak akan

lajaran petinggi Bank pembangunan Indonesia (Bapindo)

kredit macet lJ trilyun

pernah terjadi seandainya

tidak menyetujui kucuran

Irsan Sani, Penegakan Kode Etik
Majalah Gatra, No. 27'fahun Il.

Akuntan Indonesia, Op Cit
Edisi l8 1996. hal 2-5
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krcdit yang mcnguras uang rakyat itu. Salah satuja.jaran pctinggi tlapindo itu adalah

Subekti Ismaun. Dia adalah seorang akuntan yang berkeja pada bank pemerintah

Yang merangkap sebagai Ketua Umum lAI. Suatu kehormatan yang sangat tinggi di

kalangan IAI, sangatlah mustahil jrka dia tidak memahami Kode Etik Akuntan

Indonesia. Seandainya dra benar-benar patuh dan taat kepada kode etik yaitu tetap

mernpertahankan integritas sena meniunjung tinggi peraturan, etika profesi dan

hukum negara dimana dia rnelaksanakan pekerjaannya, rvalaupun ada tekanan dari

pihak penguasa, dia tidak akan diseret selama 6 (enam) tahun ke dalam penjara.

lv'lungkin konsekuensiny'a, karena dia trdak patuh terhadap penguasa akan

diberhemlikan dari jabatan Direktur tJmLrm Bapindo, tapi 1,ang terpenting adalah

scbagai akuntan dia benar-benar konsekuen menjalankan ko<le etiknya. Bagi akuntan

pendidik, bukanlah tidak rnungkin terjadi pelanggaran kode etik. Jika sang pendidik

mau disuap anak didiknl'a apapun alasannya, berarti dra sudah mengabaikan

profesinya.

Jadi pelanggaran terhadap Kode Etik Akuntan Indonesia tidak saja terjadi

pada profesi akuntan publik, akuntan lainnnya jika temyata melakukan kesalahan

-vang men.vangkut prot'esinya rnaka dianggap melanggar kode etik. -l-api yang menjadi

permasalahan adalah akuntan yang berprofesi di luar akuntan publik ini tidak

menyadari sepenuhnya bahrva dia sebenarnya terikat dengan kode etik di satu sisi,

dan di sisi yang lain pihak-pihak yang merasa drrugrkan oleh profesi akuntan ini tidak

rnen.vadari bahrva sans akuntan telah menyalaht kode etiknya sehingga dia tidak tahu

ke mana harus mengadu. Hal ini mengakibatkan sulitnya dilakukan pendataan
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terhadap prolesi akuntan drluar akuntan publik yang rnelakukan pelanggaran kode

:tr k

Hambatan Penegakan Kode Etik

Ada 2 (dua) alasan kenapa orang bertindak tidak etis, yang pertama adalah

standar etika seseorang berbeda dari masyarakat umum, clan alasan yang kedua

scscorang mcmilih bertindak semaunya. uaik alasan yang pcrtama maupun alasan

rang kedua tetap saja merupakan tindakan tidak etis dan perlu adanya penanganan

atas tindakan tidak etis tersebut. Tetapi jika pelanggaran serupa banyak dilakukan

oleh anggota masyarakat atau anggota profesi perlu dipertanyakan apakah aturan-

aturan yang berlaku masih perlu tetap dipertahankan atau dipertimbangkan untuk

dikembangkan dan disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan lingkungan.

Beberapa hambatan dararn penegakan ko<Je etik antara rain .

I Srkap anggota profesi yang mendua, pada satu sisi menolak setiap peranggaran

terhadap kode etik tetapi pada sisi yang lain memberikan pembenaran atas

pelanggaran tersebut.

2' Adanva sifat sungkan dari sesama anggota profesi untuk saling mengadukan

pelanggaran kode etik.

3 Belum jelasnya aturan tentang mekanisme pemberian sanksi dan proses peradilan

atas kasus-kasus pelanggaran baik dalam Anggaran Dasar (AD) maupun dalam

Anggaran Rumah Tangga (ART) IAI

4 Belum dapat berfungsiny'a secara efektif BPP dan Dpp sebagai akibat dari belum

.jelasnya pengaturan dalarn AD/ART
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Penyelengga raa n Pen gawasa n'I'erhatlap Aku ntan

Pengarvasan terhadap akuntan di lndonesia dilakukan oleh sekurang-

kurangnl,s ernpat unit organisasi, dua diantaranl,a unit organisasi pernerintah. lnstansi

pertama yang melakukan pengawasan adalah Direktorat Pernbinaan dan .lasa Penilai

I)ada Direktorat Jenderal Lembaga-Lembaga Keuangan Departemen Keuangan.

Selain memberikan izin, dengan persyaratan-persayaratan tertentu, instansi ini juga

melakukan pembrnaan. pengawasan dan mensenakan sanksi atas pelanggaran-

pelanggaran ),ang dilakukan. Sebagar pedoman dalam kegiatan akuntan publik, telah

dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan No. : 763,4(MK 011/1986 Tentang

Akuntan Publik. Instasi kedua vang rnelakukan penga\\'asan terhadap akuntan publik

adalah BPKP. 'fugas itu didasarkan pada pasal 3 huruf p Keppres No. : 31 T'ahun

1983, dimana BPKP ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap KAP,

Berbeda dengan Direktorat Pernbinaan Akuntan dan .lasa Penilai yang lebih

menekankan tugasnva pada pembrnaan, tsPKP menkonsentrasikan tugasnya di bidang

pemeriksaan terhadap kantor-kantor akuntan publik lnstasi ketiga yang melakukan

pengawasan terhadap akuntan anggota IAI adalah DPP IAI. Dr dalam AD IAI pasal

l5 disebutkan "sebagai kelengkapan organisasi dalam menjaga Kode Etik Akuntan

Indonesia ditaati oleh seluruh anggota dan untuk menunjang pelaksanaan usaha-usaha

yang dilakukan oleh pengurus IAI dalarn rnencapai tujuan IAI, rnaka dibentuk DPP

IAI". Selanjutnya di dalam pasal 5 Anggaran Dasar Rumah Tangga IAI diiebutkan

"DPP bertindak apakah ada pengaduan tertulis atau apabila ada masalah yang

dianggap perlu oleh pengurus IAI mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan
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oleh anggota". lnstasi keernpat yang rnelaksanakan tugas pengawasan terhadap

akuntan anggota IAI adalah UPP di kompa(emen. Dewasa inr baru ada Bpp di

kompartcmcn akuntan publik, scciangkan pacla kornpartcmcn-kr)mpartemcn lainnya,

badan ini belum terbentuk. Di dalam praktek BPP akuntan publik bertindak selaku

instansi pertama dalarn "rnenqadili ' para akuntan publik yang bertindak melanggar

kode etik.

Selain keempat unit organisasi tadi, pengawasan terhadap kode etik

diharapkan dilakukan sendrri oleh para anggota dan prmpinan KAp. Hal ini tercermrn

di dalam rumusan Kode Etik Akuntan Indonesia pasal I ayat I dan 2 yang berbunyi :

I Sctiap anggota harus sclalu mcmpertahankan nama baik prolcsi dan etika profesi

serta hukum negara dimana ia rnelaksanakan pekerjaannya.

2 Setiap anggota harus rnempertahankan integritas dan objektivitas dalam

rnelaksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan integritas, ia akan bertindak

.jujur, tegas dan tanpa pretensi. Dengan mempertahankan objektivitas, ia akan

bcrtindak adil tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau

kepentingann pri badinl,a.

Selanjutnya dalam pasal 2 ayat I (b) disebutkan .. Jika seorang anggota

mempekerjakan staf dan ahlinya untuk pelaksanaan tugas profesionalnya, ia harus

menjelaskan kepada mereka ketenkatan akuntan pada kode etik. Dan ia tetap

bertanggung jarvab atas pekerjaan tersebut secara keseluruhan. Ia juga berkewajiban

untuk bertrndak sesuai dengan kode etik, lika ia memrliki ahli-ahli lain untuk

memberi saran atau brla merekomendasikan ahli lain rtu kepada kliennya,,. Di
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lingkungan kompartemen akuntan publik, usaha pengawasan ini dirvuJudkan pula

dalam bentuk "peer revierv" vang penvelenggaraannya dilaksanakan oleh seksi

pengendalian mutu dr lingkungan kepengurusan IAI kompartemen tersebut.

Kesinrpul:rn

Dari uraian dalam pcmbahasan vang telah

vang dapat diambil adalah sebagai berikut :

l. Kode Etik Akuntan Indonesia berlaku untuk

akuntan publtk, akuntan ntanajemen, akuntan

atau ncgara.

dilakukan sebelumnya kesimpulan

seluruh anggota IAI, baik sebagai

pendtdik, dan akuntan pemerintah

2. Hambatan dalarn penegakan kode etik mengakibatkan

pclanggaran tcrhadap Kodc lrtik Akuntan Inc1oncsia.

masih terjadinya

-l Perlunya dilakukan penl'elenggaraan pengawasan terhadap akuntan oleh pihak-

pihak vang benvenang, agar penegakan Kode Etik Akuntan Indonesia benar-

benar terlaksana dengan baik.
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Secarir umum,

serta s i dang mas.i h

bolehkan atau tidak

PENDAHULUAN

sidang Komisi Kode Etik dipimpin oleh Jamaruddin Iskak
yang terlebih dahulu dipil ih oleh floor dan didamp.ingi oleh
sekretaris sidang sukrisno Agoes dan Meidina supangat. sldang
komisi dilakukan daram dua tahap. Tahap pertama sidang komisi
dimulai pada Jam 16.30 sampai jam 21.00 dan kemudian dilanjut-
kan dengan sidang kedua yang merupakan sidang t.im perumus yang
beranggotakan 9 orang.

masalah yang banyak mendapat perhatian pe_
menyangkut masal ah i kl an, apakah akan di per^

di dalam perumusan kode etik yang baru.

Rumusan kode etik saat ini sebagian besar merupakan ru_
musan kode eti k yang di hasi I kan dal am kongres keenam I lr rtan
Akuntan Indonesia dan djtambah dengan masukan-masukan yan[n di_
peroleh dari Seminar Sehari Pemutakhiran Kode ttik Akuntan ir,-
donesia tanggal I5 Juni r994 di Hoter Dai-chi Jakarta sert,a ha
sil pembahasan sidang komisi kode etik kongres ketujuh Ikatan
Akuntan Indonesia di Bandung.

Beberapa perubahan penti ng yang di hasi I kan antara I ar n

adalah masalah iklan. pada prinsipnya .iklan tetap dilarang ke_
cuali yang bersifat pemberitahuan, namun terdapat beberapa pe-
ngecual ian yang secara tegas di perbol ehkan, antara .l 

ai n :

pemberitahuan p'indah alamat, perubahan nomor telepon, rekrut
men pegawai baik untuk kepentingan KAp maupun untuk kepenting_
an klien, pemberian kartu ucapan, dan company profile serta
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:.:-;!';li:ii,'tgff,&d&&iLr""d$siffi s,8n-,4

iklan mengenai seminar, penataran bagi masyarakat umum, ke-
cuali yang diselenggarakan secara gratis.

Keputusan penting Iainnya yang dihasilkan adalah menge-
nai perubahan dan pengaturan tentang kode etik. perubahan dan
0enambahan "Pernyat,aan ttika Prsfesi" harus disahkan ol eh
kongr*s. Penerbitan "Interpretasi,, dapat di'rakukan oreh komi-
te Kocle Etik tanpa harus melarui pengesahan oreh Kongres, de-
ngan terlebih dahulu dilakukan Hearing terbatas dan reminta
dari rnasukan f i hak-f i hak yang kompeten.

2
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INTEGR IIAS, OBJEKTI VITAS

Pernyataan Etika
. Nomor : 1

PENDAHULUAN

J-ndet*enaers_r__qdqlO-h

u}ryt1n pubt ik untuk .tidak
lam pel aksanaan tugasfiyd,

DAN INDEPTNDENSI

Profes i

sikap yang diharapkan dari seorang
rnempunyai kepentingan pribad.i da_

yang bertentangan dengan pr i ns.i p

Integritas dan objektivitas adarah sangat penting da_lam kehidupan profesional seorang akuntan. Untuk anggotayang bekerja sebagai auditor, di samping integritas dan ob_jektivitas sangat dibutuhkan independensi

Irrtegritas adarah unsur karakter yang mendasar bagi pengakuan profesionar. Integritas merupakan kual itas yang men_jadikan timburnya kepercayaan masyarakat dan tatanan ni r a.itertingEi bagi anggota profesi dalam menguji semua ;.or;;;;;nya. , da]am berbag.ai ra1, jujur3gqlerqr terq-r1g daram batasan kerahas!_a_a! gbvek ;;.i;-sdan. perayanan dan kepercayaan masyarakat tidak dapat arra_Iahkan demi kepentingan dan keuntungan pribadi.
0bjektivitas adalah' suatu keyakinan, kualitas yang me_rupakan nirai bagi jasa/perayanan auditor. 0bjektivitas merupakan suatu ciri yang membedakan profesi akuntan o.r;;; ;;:fesi-profesi yang I ain. Prlryp-gqjg1liu-L{s- 

-menetapkan sua-
lu-!gyejj-qg!*bg_g-l _qyd:i toi*untuk ti dak rnemi hak, juj ur secara
il!*]s!!$t ,- dan bebas dari konft i k kepenti ngan.

3

i
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integritas dan objektivitas. Setiap akuntan harus memelihara
integritas dan obiektivitas dalam tugas profesionalnya dan

setiap auditor harus independen dari semua kepentingan yang

bertentangan atau pengaruh yang tidak tayak. Ia juga harus
menghindan'i situasi yang bisa menimbulkan kesan pada pihak
ketiga, bahwa ada pertentangan kepentingan dan objektivitas-
nya sudah tidak dapat dipertahankan.

I I . PENGATURAN DALA!,I KODE ETIK AKUIITA}I INDONESIA

setiap anggota harus mempertahankan integritas dan objek-
tivitas dal am nrelaksanakan tugasnya. Dengan rnempertahan

kan integritas, ia akan bertindak jujur, tegas dan tanpa
pretensi. Dengan nrcmpertahankan objektivitas, ia akan ber
tindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pi
hak tertentu atau kepentingan pribadi.

Jika terlibat sebagai auditor, setiap anggota harus mem

pertahankan sikap independensi. Ia harus bebas dari semua

kepentingan yang bisa dipandang tidak sesuai dengan integ
ritas maupun objektivitasnya, tanpa tergantung efek sebe-

narnya dari kepentingan itu.

3. Jika ada rmsalati tertentu yang belum diatur dalam standar
etika profesi atau hukum negara, setiap anggota harus te-
tap mempertahankan integritas dan objektivitas dalam me-

laksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan integritas, ia
akan bertindak adiI, tanpa dipengaruhi tekanan atau per

1.

2.
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mintaan pihak tertentu, atau kepentingan pribadinya.
Audi tor harus sel al u rnempertahankan
si in fact dan in appearance (citra
'l aksanakan tugas audi t.

5' Dalam har seorang anggota tidak bisa mempertahankan s.ikap di atas yang relevan dengan profesinya, ia ;;.;;menorak untuk menerima atau mensundr;;";';;.;oou..i 
tu_gas yang bersangkutan

III. PETUNJUK PELAKSANAAN

contoh-contoh penerapan yang berl aku untuk akuntan publ j kadal ah :

1. Hubungan keuangan dengan klien
?. Kedudukan dalam perusahaan
3. 

[:ffi]l:;:., dalam usaha yane tidak sesuai dan tidak
4' peraksanaan jasa rain untuk kiien audit.
5, Hubungan keluarga dan pribadi
6. Imbalan atas jasa profesional
7, Penerimaan barang atau Jasa dari kl ien
8. Pemberian barang atau jasa kepada klein.
1.

a- Hubungan keuangan dengan krien bisa mempengaruhi objektivitas dan bisa mengakibatkan pihak r"iin. *"=kesinpllan bahwa objekti vi tas tidak dapat dipertahankan,contoh

4.
sikap independen

bebas ) sel ama me-

-5

il
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b.

hubungan keuangan antara lain :

- Kepentingan keuangan Iangsung atau tidak 'langsung

dengan kt ien.
- Pinjaman darj atau pada klien, karyawan, Direktur

atau pemegang saham utama dalam perusahaan klien.
Dengan adanya kepentingan keuangan, seorang akuntan
publik jelas berkepentingan dengan Iaporan audit
yang akan dikeluarkan. Hubungan keuangan tidak Iang
sung mencakup kepentingan keuangan oleh suami,istri,
saudara sedarah semenda, sampai garis kedua akuntan
publ ik yang bersangkutan.

Jika saham yang dimiliki merupakan bagian yang ma-
terial dari :

- tlodal saham perusahaan kl ien, atau
- Aktiva yang dimiliki pimpinan atau rekan pimpinan

atau kantor akuntan suami atau istri, saudara se_
darah-semendanya sampai dengan garis kedt,a.
Maka hal itu akan bertentangan dengan integritas,
objekti vi tas dan 'independensi akuntan publ i k ter-
sebut. Konsekuensinya, penugasan pemeriksaan yang

berhubungan tidak boleh d'iterima atau dilanjutkan
kecual i j'ika hubungan keuangan i tu di putuskan.

d. Pem'il ikan saham di perusahaan kl ien secara 'langsung

atau tidak Iangsung, mungkin diperoreh melalui wa

risan, perkawinan dengan pemegang saham atau pe

c.
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:, ngambiral ihan. Daram har seperti itu, pemil ikan sahamharus dihilangkan atau secepat mungkin, akuntan publ jkyang bersangkutan menor ak penugasan audi t atas perusahaan i tu.

2.

Jika seorang a*untan pubrik daram atau segera seterah pe_riode penugasan, menjadi : 
yvyL'| ( JEr

- Anggota Dewan komisaris, Direksi atau karyawan dalam ma_najemen perusahaan kl ien, atau 
.-' r'' s"s',

- Rekan usaha atau karyawan sar ah satu anggota Dewan Komi _saris, Direksi atau karyawan perusahaan kr ien.
Maka i a di anggap memi r i k i kepenti ngan yang dapat berl.en-tangan dengan objektivitas dalam penugasan. Dalam keaoaan demikian, ia harus mengundurkan diri atau menorak semuapenugasan yang menghasilkan pendapat untuk perusahaan ter-sebut.

3. uf sesuaia' seorang akuntan pubrik tidak boreh ,o"tiuu, daram usaha

::::^:::::1,:: 
rain yans bisa menimburkan pertentansany(1rrkepentingan atau mempengaruhi independensi daiam pelaksanaan jasa profesional.

b' Seorang akuntan pubrik tidak dapat meJakukan kerja samabisnis dengan perusahaan krien atau dengan salah satueksekutif atau pemegang saham utama.
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4. Pelaksanaan jasa lain untuk kl ien audit
Jika seorang akuntan publik disamping melakukan au-

dit, iuga melaksanakan jasa Iain untuk klien yang sama ,
maka ia harus menghindari jasa yang menuntut ia melaku
kan fungsi manejemen atau memilih keputusan manajemen,

.y"ng tanggung jawabnya terletak pada Dewan Konrisaris dan

manajemen.

contoh dari kondi si tersebut di atas yang menyebabkan

dak independen, yaitu :
d. Akuntan memperoleh kontrak untuk mengawasi kantor

klien, menandatangani voucher untuk pembayaran dan me

nyusun laporan operasional berkala, sedangkan pada sa

at yang bersamaan di a juga me] akukan penugasan audi t
atas kl'ien tersebut.

ti

Jika perusahaan klein hendak go public, suatu
akuntan publik tidak dapat nrenjadi konsultan
(f i nanc'ial consul tant) sekal i gus audi tor bagi
tersebut wal aupun partnernya berbeda.

kantor

keuangan

kl ien

5 . llubungan kel uarga dan pribadi

a" Hubungan keluarga dan pribadi bisa mempengaruhi ob
jektivitas. Karenanyd, setiap penugasan untuk membe

ri kan pendapat t'idak bol eh d'isertai hubungan kel uar-
ga dan pri badi

b. Hubungan kel uarga yang pasti akan mengancam i ndiepen
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densi adarah seperti akuntan pubrik yang bersangkut
dff, atau staf yang terlibat dalam penugasan itu, me
rupakan suami atau istri, saudara sedarah-semenda
klien sampai dengan garis kedua. Termasuk daram pe-
ngertian krien di sini pemilik perusahaan, pemegang
saham utma, Direksi dan eksekutif Iainnya.

c. Hubungan pribadi yang b.isa mempengaruhi independen_
si adalah seperti usaha kerja sama antara akuntan
pubrik dengan kreinnya di perusahaan yang tidak di_
audit. pengertian'krien di sini adarah sama dengan
difinisi di atas.

6.

a' Imbar an jasa profesionar tidak boreh tergantung i,,a
da hasir atau temuan atas peraksanaan jasa tersebut

' b- Akuntan pubrik tidak boreh mendapatkan krien yang
' telah diaudit oleh kantor akuntan publik lain de

ngan cara menawarkan atau menjanjikan imbalan yang
jauh lebih rendah dari imbalan yang diterima oleh
kantor akuntan publik sebelumnya.

c. seorang akuntan publik tidak boleh memberikan jasa
profesionalnya tanpa menerima imbalan, kecual i un
tuk yayasan (non_profit organization).

d. Jika klien belum membayar

tan publ i k sejak beberapa

imbal an jasa seorang akun
tahun yang lalu (1ebih da
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ri 1 tahun), maka dapat dianggap bahwa akuntan publik

tersebut memberikan piniaman kepada kliennya. Hal ter

sebut melanggar indePendensi .

Jika akuntan publik bertindak sebagai financial con

sultan dali sudtu perusahaan yang akan go public' ma-

ka akuntan publ i k ti dak bol eh menentukan 'imbal an jasa

profesiona'lnya herdasarkan presentase tertentu dari

hasil emisi saham.

Akuntan publ i k t'idak bol eh mener jma komi s j dari pen-

jualan produk langganan atau iasa/barang yang dijual

oleh kf iennya pada saat dia melakukan pekerjaan audit.

7 . Penerimaan Darang atau iasa dari kl ien

Akuntan publik, suami atau istrinya dan saudara se-

darah-semenda sampai dengan garis kedua t'idak boleh me

nerima barang atau iasa dari kl'ien yang dapat mengancam

independens'iCIYd, yang diberikan dengan syarat yang tidak

wajar, ydng tidak lazim dalam kehidupan sosial .

8. Pemberian barang atau jasa kepada klien

Akuntan pub'l i k, suami atau 'i stri rYd, dan Saudara se

clarah-semendanya sampai dengan garis kedua tidak boleh

memberi kan barang atau jasa kepada kl 'ien, yang di beri kan

dengan syarat yang ti dak wa j ar, Yang ti dak I az'im dal am

lceh'idupan sosi al .

o

f.

r0

UNIVERSITAS MEDAN AREA



KECAKAPAN PROFESIONAL

Pernyataan Etika profesi

Nomor : Z

I. PENDAHULUAN

Jika seorang akuntan menerima suatu penugasan untuk
melaksanakan jasa profesionar atau daram pekerjaannya,p€il-

. !9"i tugas akan mempunyai persepsi bahwa akuntan i tu dan/
atau klntor akuntan publiknya, jika ia mewakiri kantornya,
adalah kompeten secara profesionar untuk meraksanakan tu_
gasnya.

perkembangan dunia usaha terah memperruas jenis ja
sa atau tugas yang dapat dilakukan oleh para akuntan.

' Klien atau majikan yang kompreksitas bidang usahanya ber
variasi memerlukan akuntan yang memiliki (skilrs) dan pe_
ngetahuan (knowledge) yang hanya bisa diperoleh melarui, pengalaman atau studi khusus.

Pernyataan ini memberikan petunjuk bagi para anggota
Ikatan Akuntan Indonesla dalam mempertimbangkan memadai ti
daknya kecakapan stafnya untuk melaksanakan suatu jasa
atau tugas.

II. PENGATURAN DALAM KODE ETIK IKATAN AKUNTAN INDONESIA

1. (a). Seorang anggota harus
dengan standar profesi

melaksanakan tugasnya sesuai
yang relevan

II
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(b)- Jika seseorang rnemperkerjakan staf dan ahli lain
nya untuk pe'l aksanaan tugas profes i onal ryd, i a
harus menjel askan kepada mereka mengenai kete
rikatan akuntan pada kode etik. Dan ia tetap ber
tanggung jawab atas pekerjaan tersebut secara ke
se'luruhan. Ia juga berkewajiban untuk bertindak
sesua i dengan kode eti k, i i ka .ia 

memi I i h ahl i
Iain untuk memberikan saran atau bila merekomen_
dasikan ahli lain itu kepada kliennya. 

1

',?. setiap anggota harus meningkatkan kecakapan profesio_
nalnya, agar mampu memberikan manfaat optimal dalam
pelaksanaan tugasnya.

3. setiap anggota harus menoJak setiap penugasan yang ti
dak akan dapat diselesaikannya atau tidak sesuai de-
ngan keahl ian profesionalnya.

HaI ini dimaksudkan untuk mencegah anggota yang tidak
mempunyai keatfl i an profesional di bidang tert,:ntu, namun
memaksakan diri menerima penugasan dan wa'l aupun penuga
san dapat diselesaikan, namun hasilnya jauh dari memuas_
kan.

I I I . PETUNJUK PELAKSANAAN

Kecakapan profesional seorang akuntan bisa menjadi dua
tahap :

l?
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2.

Perolehan Kecakapan profesional

Perolehan (attainment) kecakapan profesionar membutuLr-
kan pendi di kan forma'l yang rel evan, di i kut.i dengan pen
di di kan khusus, pel ati han atau uj i an dal am subjek pr{l-
fesional yang relevan dan pengalaman kerja. Tahap 1ni
adalah pola pengembangan kecakapan profesionar yang
normal bagi setiap akuntan.

Peningkatan Kecakapan profes.ional

a. Peningkatan kecakapan profesional membutuhkan kesa-
daran untuk mengikuti perkembangan dalam profesi
akuntan, t€rmasuk publ ikasi standar Akuntans.i Keua-
ngan' standar Profesi, dan bi dang rel evan I a.i nnya,

, baik di Indonesia maupun internasional dan peratr r_
an serta kebijakan lain yang relevan.

b. Anggota yang berpraktek sebagai auditor independer.i
harus menerapkan program pengenrJaj ian mutu sesira j

, , dengan Pernyataan st,andar Auditing yang relevali d*
ngan penugasannya.

. Pernytaaan ini tidak bertujuan r,rntuk memberikan petun_
t. i f : :juk untuk memberikan petunuuk tentang jenis dan t"ingkar

:i,',- .-',' .:

kedalaman pengetahuan yang df butuhkan, atau stancJar darr
: i, ,., r

kondisi pendidikan dan pelatihan profesional yang mema.,: l, ,

dai .
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Setiap keraguan dalam masalah kecakapan profesio-
nal yang tidak bisa diselesaikan dengan pernytanaan ini
harus diajukan kepada komite Kode Etik IAI.

Anggota harus memperhatikan standar teknik profesi
dan etika dan berupaya terus untuk meningkatkan kemampu

dr, iiual i tas pel ayanan dan pel aksanaan tanggung jawab

profesional untuk mendapatkan kemampuan anggota yang

baik.

i. Kecakapan (dua care) mengharapkan anggota relaksana-
nakan tanggung jawab profesional dengan kecakapan

dan ketekunan. HaI ini nremperlihatkan suatu kewaji
ban dalam pengadaan dan pelayanan yang profesional
untuk mendapatkan kemampuan anggota yang memperhati-

kan kepentingan utama dari setiap pelayanan/jasa
yang diadakan dan kons'isten dengan tanggung jawab

profesi bagi masyarakat.

2. Kemampuan/kompetensi didapatkan dari perpaduan pen

didikan dan pengalaman. Dimulai dengan penguasaan

pendidikan umum bagi penunjukkan sebagai auditor in-
dependen. Pemeliharaan kemampuan mengharapkan suatu
komitmen untuk mempelajari dan meningkatkan kemampu-

an profes'ional , Ini merupakan tanggung jawab anggota.

Dalam semua penugasan dan tanggung jawabnya, setiap
anggota harus berusaha mencapai ti ngkat kemampuan

yang menjamin bahwa kualitas pelayanan anggota telah

l.l
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sesuai dengan tingkat profesionar yang dituntut orehstandar profesi.

3' Kemampuan adalah suatu pencapaian dan pemeliharaan sua_tu tingkat pengertian dan pengetahuan yang dapat memungkinkan anggota memberikan perayanan dengan cakap danbaik. Har ini membuat suatu pembatasan terhadap kemanrpuan anggota' setiap anggota bertanggung jawab rnen j r a.rkemampuan mereka, mengeval uasi apakah pendi at r,an, o_" _ngar aman dan pertimbangnnya cukup untuk suatu bentuktanggung jawab yang dimaksudkan.

4' semua anggota harus tekun daram meraksanakan tangEungjawabnya terhadap kr ien, pekerjaan dan masyarakat. 
Kc.tekunan membuat suatu per ayanan yang tepat dan ye.i i t ,secara keseruruhan dan memperhatikan standar profesiyang dapat dipakai dan etika.

5' Kecakapan profesional memeinta angEOta merencanakan danmengawasi dengan cukup aktivitas profesionar untuk pertanggungjawaban mereka.
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L.

PENGUNGKAPAN INFORMASI RAHASIA KLIEN

Pernyataan Etika profesi

Nonpr : 3

PENDAHULUAN

seorang akuntan daram melakukan tugasnya dapat,mem
peroleh informasi tentang atau dari kriennya, serlngkari
informasi yang diperoldrya ini tidak'bol$ diketatrri ol*r pitnk. Iarn,
karena dapat merugi kan ..tepirrtingan kl iennya.

Seorang akuntan harus menyadari mengenai tugas un-
tuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut, dan tidak me
ruanfaatkan informasi yang bersangkutan bagi kepentingan
pribadinya maupun pihak lain.

PENGATURAN DALAM KODE ETIK AKUNTAN INOONESIA

a. Setiap anggota harus menjaga kerahasiaan informasi
yang diperoleh daram tugasnya, dan tidak boleh ter
libat dalam pengungkapan dan pemanfaatan informa.si
tersebut, tanpa seijin pihak yang memberi tugas, ke
cual i j j ka hal 'itu di kehendaki ol eh standar profesi ,
hukum atau negara.

b. Auditor harus tetap menjaga informasi rahasia pemberi
tugas wal aupun i a sudah bukan audi tor pemberi tugas
tersebut.

c- Kewajiban menjaga informasi rahasia klien tersebut jy
t6

II

I

I

tl

l
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ga berl aku bagi staf yang membantunya, dan pi hak yang

dimintai pendapat atau bantuannya. Ia harus menjelaskan

dan tetap bertanggung Jawab atas kerahasiaan informasi

tersebut.

III. PETUNJUK PELAKSANMN

a. Yang dimaksud dengan dikehendaki oleh standar profesi,

: hukum atau negara adalah :

Kewaj i ban anggota dal am mematuhi pengg'i I an si dang

atau tuntutan pengadilan.

Setiap anggota tidak boleh menghalangi atau meng

hindari pelaksanaan Review dari anggota lainnya yang

berwenang atau ditunjuk oleh IAI dan instans'i lain
nya yang mempunyai otoritas untuk itu.
Setiap anggota tidak boleh menghindari atau rneng

halangi penyelidikan Dewan Pertimbangan Profesi ter-
hadap keluhan-keluhan yang ada.

Anggota Dewan Pert'imbangan Profesi atau Reviewer tidak

boleh memanfaatkan atau mengungkapkan informasi klien
kecual i atas tuntutan hukum atau pengadi I an.

Anggota yang mereview sehubungan dengan pembelian,pen-

jual an atau merger dari sel uruh atau bagi an sebuah pe-

rusahaan harus mel akukan pencegahan yang di perl ukan

( appropri ate precauti ons ) .

b.

c.

t7
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contoh : membuat !.lritten confidentially Agreement
(perjanjian tertur is untuk merahasiakan in-
formasi yang diterima).

d. Auditor boleh mengungkapkan nama-nama pemberi tugas
kepada pihak Iain tanpa meminta ijin dari penrberi tu
9ds, kecuali bila pengungkapan nama tersebut mengung
kapkan rahasia i,formasi atas pemberi tugas.
contoh : pengungkapan nama pemberi tugas'yang sedang

mengalanii kesul itan keuangan.

Anggota yang rnenjadi audi tor
memberikan inside information
ngenai pemberi tugas yang go

independen tidak boleh
kepada pihak Iain me

publ i c.

o

f.

g.

h.

Audi tor terdahul u

dit working papers

ganti, berdasarkan

harus bersedia memperlihatkan au_

sebel umnya kepada audi tor peng

permintaan pemberi tugas.

Auditor independen dapat menggunakan jasa tenaga ah-
li lainnya' namun harus merakukan pencegahan untuk
menjami rr t'idak adanya i nformasi rahasi a pemberi tu_
gas terungkap daram menggunakan tenaga ahri lainnya
tersebut.

Auditor independen yang menarik diri dari penugassan
nya karena menemukan per anggaran terhadap undang-un-
dang dan peraturan pemerintah harus memperhatikan
aspek hukum atas status dan kewaj i bannya b.il a audi tor

l8
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penggantinya ingin mengetahu'i alasan penarikan dir.i
auditor independen tersebut. Auditor independen ter-
sebut juga dapat menganjurkan pada audi tor i ndepen

den penggantinya untuk meminta ijin kepada pemberi tu
gas untuk dapat mendiskusikan sega'l a masalah yang ada

pada pemberi tugas secara bebas antara aud'itor i nde

penden sebelumnya dengan penggantinya.

l9
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*t

IKLAN BAGI KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Pernyataan Etika profesi

Nomor : 4

PENDAHULUAN

Iklan adarah sebuah bentuk sorisitasi yang jika
disalahgunakan dapat merangsang penyajian diri |ang, m€_
nyesatkan masyarakat yang dapat menurunkan manfaat pro_
fesi bagl masyarakat.

Agar dapat merebut rasa hormat dan rasa percaya
masyarakatr seorang akuntan publik sebaiknya menganut
tingkat kehidupan yang terhormat. untuk itu kode etik
juga mengatur akuntan publik daram memperoleh krien se-
hi ngga penghasi I an kantor akuntan publ i k sebai knya be-
rasal dari penyerahan jasa kantor akuntan pubrik.

PENGATURAN DALAM KODE TTIK AKUNTAN INDONESIA

i. seorang Akuntan pubrik tidak boreh membuat ikran
yang merripu atau bentuk pendekatan Iain yang parsu
atau menyesatkan karena bertentangan dengan kepen
t'ingan umum.

2 - J i ka terl i bat dar am profesi Akuntan publ i k, seti ap
anggota t'idak boleh menawarkan jasanya secara ter
tulis kepada caron krien, kecuali atas permintaan
calon klien. Dalam har ini KAp diperkenankan untuk
memberikan Company profile.

20
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III. PETUNJUK PELAKSANMN

a. contoh-contoh ikran dan bentuk-bentuk yang parsu, fl€_nipu atau menyesatkan antara Iain :

1. seorang akuntan publik memberikan janji_janji 
mu

I uk.

2' t'iengambarkan seorah-orah dapat mempengaruhi kepu_
tusan Peiabat pengadilan, instansi pengatur ataubadan/instansi lain yang serupa.

3' Membuat pernyataan yang tidak didukung oreh
yang dapat dibuktikan kebenarannya.

l4embuat perbandingan dengan akuntan pubrik lainnya
yang tidak didasarkan pada fakta yang dapat diveri
fi kasi .

Membuat pernyataan bahwa jasa profesionar spesifik
sedang/ akan diberikan dengan upah tertentu yang
bisa naik dan caron kriennya tidak diberi tahu ke-
mungkinan ini.

6. Membuat pernyataan yang

I ai n terti pu atau sa.l ah

7 ' Akuntan pubrik tidak diperborehkan menawarkan Ja

fakta

4.

5.

b.

sanya secara tertul i s
atas permintaan calon

Contoh-contoh iklan yang
pemberitahuan antara lain

2t

dapat mengakibatkan orang
menafs i rkannya.

kepada calon kljen, kecuali
kl ien yang bersangkutan.

diperbolehkan yang sifatnya
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c.

I. pemberitahuan pindah alamat, telepon, fax. dan telek.

2. Merekrut pegawai dan staf baik untuk kantorn.yasendiri maupun untuk Iangganannya,

3' Memasang ikran untuk penjuaran perusahaan atauaset rangganan akuntan pubrik daram kapasitas profesinya yang bertindak sebagai Iikuidator.
4' Memasang ikran untuk seminar dan penataran seminar dan penataran bagi masyarakat umum, kecual iyang diselenggarakan secara gratis.
5' Pemberian kartu ucapan kepada krien kantor akuntan publ i k.

contoh penawaran jasa secara tertur is yang tidak di_perkenankan antara Iain, penyebaran kartu nama yang

,il:llumkan 
Jasa yans tidak ada hubunsannya densan

'))
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KOMUNIKASI ANTAR AKUNTAN PUBLIK

Pernyataan Etika Profesi
l'lomor : 5

I. PENGATURAN DALAM KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA

1. setiap anggota yang berprofesi sebagai akuntan publik
harus memel'ihara hubungan baik dengan rekan seprofe
si. Hal ini terutama berlaku bila ia mengganti atau

diganti oleh rekan seprofesi dalam jasa audit atau bi
la ada kebutuhan untuk bekerja sama.

2. Setiap anggota yang berprofesi sebagai akuntan publik
ti dak bol eh memberi saran atau pandangan mengenai ma

salah akuntans'i atau pemeriksaan akuntan kepada orang

atau badan yang diperiksa oleh rekan akuntan publik
lain tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan rekan

yang bersangkutan.

II.

3. Akuntan publik pengganti tidak
an atas klien yang sama, apabil

dahulu dengan k'l ien tersebut ti
yang bel um di sel esa'ikan.

PETUNJUK PELAKSANAAN

1. Seti ap akuntan pub'l i k yang di tunj
pengganti untuk mel akukan penugasan

boleh menerima penugas

a antara akuntan ter
mbul masal ah audi t fee

uk sebagai akuntan

pada klien yang sama,

2.1
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maka tkuntan tersebut harus
ri tahuan kepada akuntan publ
nyakan apakah ada keberatan
ganti an penugasan i n.i .

mengi rimkan surat
i k sebel umnya dan

profesional dal am

pembe-

mena

peng-

2 Akuntan publik terdahulu, jika
sedi a memperl i hatkan audi t work
bel umnya kepada akuntan publ i k
hal ini dimin.ta oleh klien yang

diperlukan, harus ber
i ng papers tahun se
pengganti hanya jika
bersangkutan.

24
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I.

PERPINDAHAN STAF/PARTNER DARI SATU KANTOR AKUNTAN

KE KANTOR AKUNTAN LAIN

pernyataan Etika profesi

Nomor : 6

PENDAHULUAN

tan publik dapat pindah pada kantor akuntan publik lainnya
atau membentuk kantor akuntan sendi ri sehubungan dengan
perlu adanya beberapa pengaturan.

PENGATURAN DALAM KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA

1. Staf/partner pada suatu kantor Akuntan publ i k yang hen
dak pindah bekerja pada Kantor Akuntan publik yang la_
in harus :

a. mengajukan permohonan sel ambat-l ambatnya l-z bul an

, untuk staf dan 6 bul an untuk partner kepada Kantor
Akuntan terdahul u.

b Dengan persetujuan Kantor Akuntan terdahulu.

2. staf/Partner dari suatu Kantor Akuntan tertentu yang
pindah bekerja pada Kantor Akuntan lain tidak boleh
memperf i hatkan/membawa/menggunakan audi t work.i ng pa-
pers, management letters dan/atau informas.i lainnya
kepada kantor akuntan baru tempatnya bekerja.

II.

25
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III PETUN.JUK PELAKSANAAN

Kantor akuntan pubrik yang akan menerima staf/partnerdari kantor akuntan pubr ik Iain wajib mengkomunikas.i _kan perpindahan tersebut.

Yang dimaksud dengan informasi lai
informasi baik lisan maupun tertul
selama melakukan pemeriksaan pada
dahul u.

nnya adal ah sel uruh
i s yang di perol eh
kantor akuntan ter_

catatan : Daram sidang preno diputuskan bahwa perubahan
Kode Etik Akuntan disahkan oleh Kongres.

26
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KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA

Setiap manusia yang memberikan jasa dari pengetahuan dan
keahliannya pada pihak lain seharusnya memiliki rasa tanggung
jawab pada pi hak-pi hak yang di pengaruhi ol eh j asanya .i tu .

Akuntan yang pemakaian gelarnya dilindungi oleh undang:
Undang No- 34/L954 adalah profesi yang berdiri di atas landa-
san kepercayaan masyarakat.

Dengan demikian, dalam meraksanakan tugasnya akuntan harus me

ngutamakan kepentingan masyarakat, pemerintah dan dunia usaha.

Kode Etik Akuntan Indonesia adalah pedoman bagi para
anggota Ikatan Akuntan Indonesia untuk bertugas secara ber
tanggung jawab dan objektif.

(1),

BAB 1 : KEPRIBADIAN

Pasal 1

setiap anggota harus selalu mempertahankan nama ba.i k pro
fesi dan menjunjung tinggi peraturan dan etika profesi
serta hukum negara di mana ia melaksanakan pekerjaannya.

setiap anggota harus mempertahankan integritas dan objek-
t'ifitas da'l am melaksanakan tugasnya. Dengan mempertahan-

kan integritas, ia akan bertindak jujur, tegas dan tanpa
prelensi. Dengan mempertahankan objekt'ivitas, ia akan

bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan atau perminta
an pihak tertentu atau kepentingan pribadinya.

(2)
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(2).

BAB II : KECAKAPAN PROFESIONAL

Pasal 2

(a). Seorang anggota harus melaksanakan tugasnya sesua'i

dengan standar teknis dan profesional yang relevan
( b) . Ji ka seorang anggota memperkerjakan staf dan ahl i

1 ai nnya untuk pel aksanaan tugas profesi onal ryd, i a

harus menjelaskan kepada mereka, keterkaitan akun

tan pada kode etik. Dan ia tetap bertanggung jawab
",:" 

ii:;"t j

atas pekerjaan tersebut secara keseluruhan. Ia ju:'
ga berkewajiban untuk bert'indak sesuai dengan ko -
de etik, jika ia memilih ahli lain untuk memberi

saran atau bi I a merekomendasi kan ahl i I ai n i tu ke-1:1

pada kliennya. ,,r,ji

lietiap anggota harus meningkatkan kecakapan profesional
nyd, agar mampu memberikan manfaat optimum dalam pelak-
sanaan tugasnya.

lietiap anggota harus menolak setiap penugasan yang tidak
akan dapat diselesaikannya.

(3)

Pasal 3

Setiap anggota yang tidak bekerja sebagai akuntan publik ti
dak boleh memberikan pernyataan pendapat akuntan, kecuali ba-
gi akuntan yang menurut perundang-undangan yang berl aku ha

rus memberikan pernyataan pendapat akuntan

28
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BAB III : TANGGUNG JAI^IAB

, , Pasal 4

Setiap anggota harus meniaga kerahasiaan informasi yang

diperol'eh dalarn tugasnya. Dan tidak boleh terl ibat dal am pe

ngungkapan dan pemanfaatan informasi, tanpa se'ijin pihak yang

memberi tugas, kecuali jika hal itu dikehendaki oleh norma pro-

fesi,. hukum atau negara

r, , ', pasal s

Setiap anggota harus bisa mempertanggungjawabk&n mutu pe-

kerjaan 'atau pel aksanaan tugasnya. I a ti dak bol eh terl 'ibat da-

lam usaha atau pekerjaan lain pada saat yang bersamaan, yang

bisa rnenyebabkan penyimpangan obiektivitas atau ketidak konsis-

ten'dal am pekeriaannya.

BAB IV : KETENTUAN KHUSUS

Pasal 6

Jika terlibat dalam profesi akuntan publik, setiap anggota :

'

(1). Harus mempertahankan sikap independensi. Ia harus bebas da

ri semua kepentingan yang bisa d'ipandang tidak sesuai de

ngan integritas maupun obiektivitasnya. Tanpa tergantung

efek sebenarnya dari kepenti ngan i tu.

(2). Harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan Standar Profes'io

nal Akuntan Publik.

2tt
UNIVERSITAS MEDAN AREA



(s)

(3)

(4).

( 6 ) . Harus memel i hara hubungan bai k
Hal i ni - terutama berl aku bi I a i
oleh rekan seprofesi atau bila
ker.J a sama .

(7). Tidak bqleh :*mberi saran arau
dapat atau pemeri ksaan akuntan
bih dahulu berkonsultasi dengan

Harus memberi penjer asan yang cukup mengenai tujuan pem

bubuhan tanda tangan untuk hal -hal yang tel ah di atur da
I am Standar profesi onal Akuntan publ i k .

Harus menegaskan bahwa ia t'idak menjamin terwujudnya ra
malan atau proyeksi, jika ia meraksanakan pekerjddr, 

,,,yang berhubungan ramalan atau proyeksi. ; ,::,

Dalam melaksanakan penugasan pemeriksaan Iaporan keua _

noan, diiafi;ig ffi€ney"igla imbaran lain selain honorarium
untuk penugasan yang bersangkutan. Honorarium tersebut
tidak boleh tergantung pada manfaat yang akan diperoleh
kl i ennya.

(8). Dilarang mengiklankan atau mengijinkan orang lain untuk
rnengi k I ankan nama atau j asa ya.ng di beri kannya, kecual i
yang sifatnya pemberitahuan.

(9). Tidak boleh menawarkan jasanya,secara
calon klien, kecuali atas permintaan
bersangkutan.

dengan rekan seprofesi .

a mengganti atau di gant,i

ada kebutuhan untuk be

pandangan mengenai pen

publik lain tanpa terle-
rekan yang bersangkutan

tertul i s kepada

cal on kl ien yang
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(10). Dalam usaha memperoleh penugasan, dilarang memberikan im_^ balan dalam bentuk apapun kepada pihak_pihak yang s€rcara
langsung atau tidak rangsung turut menentukan penugasan
tersebut, kecuar i dar am har pengambi r ar i han sebagi an
'atau sel uruh pekerjaan akuntan pubr i k r a.in.

BAB V : PELAKSANAAN KODE ETIK
pasal 7

(1). setiap anggota wajib menghayati dan mengamarkan kode etikini dengan penuh rasa tanggung jawab, baik secara perora_
ngan maupun bersama dengan rekan anggota rainnya.

(2). Setiap anggota

ngatkan sesama

di ni I ai ti dak

r harus selalu berusaha untuk saling mengi _

anggota terhadap tindakan_tindakan yang
eti s.

bertugas untuk menjaga ketaat
cara mengenai Dewan pertim

ketentuan tersend.i r.i .

(3). setiap anggota harus meminta petunjuk dari Komite Kode
Etik Ikatan Akuntan Indonesia, dalam har adanya masarah
etika yang tidak jelas pengaturannya.

(4). Setiap anggota harus melaporkan setiap tindakan yang me_
langgar kode etik ini, sesuai dengan ketentuan yang ber_
I aku.

Pasal 8

(1). Dewan pertimbangan profesi
an terhadap kode etik. Tata
bangan profesi diatur dalam
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(iZ). Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam a

../ yat 1 pasa'l ini, Dewan Pertimbangan Profesi dapat menge

nakan sanksi atas pelanggaran kode et'ik, sebagaimana di

atur dal am anggaran dasar dan anggaran rumah tangga

Ikatan Akuntan Indonesia.

BAB VI : SUPLEMEN DAN PENYEMPURNAAN

Pasal 9 'i

(1). Komite Kode Etik akan menerbitkan suplemen yang memper

ielas pelaksanaan kode etik ini untuk masalah-masaluh 
,,

tertentu' , _ir

(2). Untuk pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud dalam pgsal 7

ayat (3), Komite Kode Etik akan memberikan petuniuk t.t,
tulis, yang akan diterbitkan dengan pertanyaannya seba-

gai interpretasi kode etik, '

(3). Penyempurnaan kode etik dilakukan oleh kongres.

BAB VI I : PENUI'UP :

Pasal 10 ' 'r

Kode etik ini mengikat seluruh anggota Ikatan Akuntan

Indonesia.
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(1). Ketentuan Kode Etik
mul ai berl aku sejak

BAB VIII : PENGESAHAN

Pasal 1 I

Akuntan Indonesia ini disahkan dan

tanggal 22 September i990.

(2)- Ketentuan Kode Etik Akuntan Indonesia ini ditetapkan se_
bagai keputusan Kongres IAI ke-6 di Jakarta, tanggal z?
September 1990 j am 14 . 30 I.lI B.
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